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BAB

MENGAPA HUKUM
PERKAWINAN?

A. Hukum Perkawinan Hukum yang Dibutuhkan Masyarakat

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa hidup
tanpa hukum, atau aturan untuk mengatur kehidupan mereka.
Masyarakat dan hukum hubungannya sangat erat sebagaimana
hubungan ikan dan air. Keduanya merupakan dua hal yang
berbeda tetapi selalu menyatu. Seperti kata seorang filosof
Romawi, Celcius, pada 20 abad silam mengatakan: Ubi Societes
ibi iuS, “Maksudnya, di mana ada masyarakat, di situlah ada
hukum”, ada juga ungkapan lain yang menyatakan “ there is no
state without law”, Tidak ada Negara bila tak ada hukum”.

Pada setiap aspek kehidupan manusia di dalam
masyarakat dibutuhkan hukum. Dalam bermuamalah, jual beli,
masyarakat butuh hukum, dalam hal bernegara, masyarakat
butuh hukum yang mengatur hubungannya sebagai warga
negara, apa hak dan kewajibannya. Hukum yang paling penting
adalah hukum perkawinan. Hal ini karena perkawinan
merupakaan kebutuhan asasi manusia dalam kehidupan
bermasyarakat. Hukum Perkawinan mengatur tata hubungan
antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga
yang merupakan cikal bakal sebuah masyarakat. Hukum
perkawinan yang ada dalam masyarakat biasanya mengatur
perihal pendahuluan untuk menuju perkawinan, syarat sah nya
sebuah perkawinan, prosedur dan kehidupan dalam
perkawinan serta konflik dalam kehidupan perkawinan, dan
Pernik-pernik perkawinan yang amat luas, yang dibahas di
dalamnya. Karena begitu pentingnya hukum perkawinan bagi
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Satu hal yang amat penting bagi keluarga muslim adalah
seluruh anggota keluarga harus benar-benar memahami,
mengerti, dan mempraktekkan hukum-hukum keluarga atau
hukum perkawinan Islam dalam kehidupannya. Dari
pelaksanaan hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga, apa
kewajiban suami, istri, anak-anak, apa hak dan tanggung
jawabnya, semua harus dilaksanakan dengan baik dan benar,
Dengan selalu memohon hidayah dan petunjuk Allah,
insyaallah akan tercapai keluarga sakinah, yang merupakan
soko guru bagi tegaknya masyarakat. Masyarakat yang baik
akan membentuk negara yang baik pula, baldatun tayyibatun
wa rabbun ghofur.

. Manfaat Mempelajari Perbandingan Hukum (Perkawinan)

Semakin maju dan canggihnya dunia saat ini dalam era
globalisasi sekarang, mau tidak mau membuat hukum harus
berjalan secara kontekstual dengan berkembangan jaman. Untuk
itu perlu pengetahuan membandingkan dengan hukum di
negara lain, agar kita mengetahui juga hukum hukum di negara
lain. Manfaat membandingkan hukum, selain untuk ilmu
pengetahuan yang terdiri dari yuridis dan ilmu pengetahuan
hukum, tujuan politik hukum yang terdiri atas perundang
undangan, kebijakan, putusan hakim yang lebih baik juga tujuan
praktis untuk membangun kerjasama internasional yang lebih
baik. Tujuan lain adalah sebagai alat belajar dan bahan diskusi.
Manfaat lainnya amisalnya: menemukan ide baru dalam
memecahkan masalah-masalah hukum baik yurisdiksi di
Indonesia maupun di negara pembandingnya.

Salah satu tujuan utama pempelajari hukum secara
perbandingan adalah untuk ilmu pengetahuan ilmu hukum,
tidak hanya mengenai teknik interpretasi bahan hukum seperti
teks teks hukum, asas, peraturan dan standard dari sebuah
system hukum di suatu negara, namun juga sebagaui usaha
penemuan dalam mencegah dan mengatasi konflik sosial.
Pembandingan hukum bertujuan juga untuk menemukan solusi
yang lebih baik dalam memecahkan sebuah masalah . Selain itu



BAB

HUKUM PERKAWINAN
ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan Islam adalah munakahat atau figih
nikah. Dalam Bahasa perundang-undangan tentang perkawinan
disebut dengan istilah ahkam az zawaj, dan dalam istilah bahasa
Inggris sering disebut Islamic marriage law, atau dalam bahasa
Indonesia disebut Hukum Perkawinan Islam. Para fuqaha
menyebut munakahat sebagai hukum yang mengatur hubungan
antar anggota keluarga, karena itulah sebagian pakar
menyamakan hukum keluarga dengan hukum perkawinan,
meskipun ada yang berpendapat bahwa ruang lingkup hukum
keluarga lebih luas dari hukum perkawinan. Prof Wahbah
Zuhaily, menjelaskan bahwa hukum keluarga (al-ahwalusy
syahshiyyah) adalah hukum hukum yang mengatur hubungan
keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di
masa-masa akhir atau berakhirnya keluarga berupa talak
(perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan

. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan disyariatkan dengan dalil Al-Qur’an, sunah,

dan ijma’. Dalam al-Qur’an Allah berfirman:
El5 Ll G 2T Gl L 1 ASE a3 )bl VT s )5
PRI ReiES P A PR N TR SR IR SNSRI

1Wahbah Al-Zuhaily Figh Islam wa adillatuhu, 1509/1980 Beirut: Dar al

Fikr) hal.19
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BAB HUKUM KELUARGA
NEGARA-NEGARA ISLAM
ATAU YANG MAYORITAS
PENDUDUK BERAGAMA
ISLAM

Yang dimaksud Dunia Islam adalah negara -negara yang
penduduk muslimnya melampaui 50% dari keseluruhan jumlah
penduduk di negara itu. Hal ini seperti yang dipakai standart oleh
Organisasi Konferensi Islam OKI dalam menetapkan atau
menerima sebuah negara yang berhak mejadi anggota Konferensi
Islam. Ada beberapa negara yang jumlah pendudukmuslimnya
sangat banyak lebih dari 20 juta jiwa, dan telah menjadikan Islam
sebagai agaa resmi yang diakui, namun OKI belum mau menerima
negara tersebut menjadi anggotanya, karena standartnya 50%
jumlah penduduk. Ini seperti yang dialami India dan Uni Soviet
yang telah mengajukan diri sebagai anggota OKI namun tidak
diterima. Selain itu ternyata ada pertimbangan tambahan yaitu
keberlakuan undang -undang Islam pada suatu Negeri juga jadi
ukuran.

A. Asia Tenggara
1. Indonesia

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah
negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan
berada di antara Benua Asia dan Australia serta antara
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia adalah
negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508
pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara.
Dengan populasi sebesar 22 jiwa pada tahun 2006, Indonesia
adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan
negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia,
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BAB PENDAPAT PARA ULAMA
TENTANG MASALAH
MASALAH SEKITAR
HUKUM PERKAWINAN

A. Mahar

Yang dimaksud dengan mahar adalah maskawin yaitu
suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan
disebabkan terjadinya pernikahan.?? Pemberian mahar ini
hukumnya wajib bagi laki-laki, walaupun mahar ini bukan
termasuk syarat atau rukun nikah. Mahar dalam suatu
pernikahan dianggap penting, karena selain memang
diwajibkan oleh agama, ia juga merupakan tanda kesungguhan
dan penghargaan dari pihak laki-laki sebagai calon suami
kepada calon istrinya. Allah swt berfirman:

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang
kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan
senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 4).

Maskawin itu menjadi milik sepenuhnya si istri. Suami
tidak mempunyai hak apapun atas harta maskawin itu.
Sebagaimana juga tidak berhak atas harta benda si Istri. Apabila
si istri merelakannya kepada suami hal itu tidak mengapa. Cara
pembayaran maskawin dapat dilakukan dengan dua cara,
pertama, pembayaran dilakukan secara tunai (cash) dan kedua
pembayaran dilakukan di hari kemudian (utang, credit). Dalam
kasus mahar yang dibayar di kemudian hari, mahar boleh

229 Taher Mahmood, Islamic Personal Law Reform ,hm.277
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BAB HUKUM

PERKAWINAN
DI DUNIA ISLAM

A. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Modern

Setiap negara di dunia ini, memiliki sistem hukumnya
sendiri, tak terkecuali negara negara Islam. Mereka memiliki
sistem hukum dan pengadilan seperti yang lainnya. Akan tetapi
terdapat beberapa perbedaan di sejumlah negara Islam. Pada
negara negara seperti Mesir, Yordania. Libanon, Maroko, Syiria
dan Tunisia, ini termasuk negara Timur Tengah, terdapat juga
jurisprudensi dan a tradition of legal codification. Di Negara negara
Islam ini struktur pengadilan dan administrasi berkembang
dengan baik. Sementara itu negara negara seperti Saudi Arabia,
Kueait, Uni Emirat Arab dan negara teluk lainnya telah
mendasarkan pada hukum syariah yang telah terkodifikasi, dan
hukum hukum kebiasaan menjadi semakin berkurang. Hukum
Islam telah banyak di susun dalam system perundang-
undangan modern.

B. Pembaharuan dalam Islam

Modernisasi mau tidak mau mempengaruhi setiap lini
kehidupan, tak terkecuali bidang hukum. Modernisme dalam
masyarakat Barat mengandung arti, pikiran, gerakan,aliran dan
usaha-usaha untuk mengubah paham paham,adat istiadat,
institusi lama, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang
ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
modern.

Pembaharuan dalam Islam telah berlangsug sejak abad 19
yang dalam sejarah Islam dipandang sebagai periode modern.
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